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This research aims to analyze public perceptions of the effectiveness of 
government program policies in Tugu Utara Subdistrict. The research uses a 
quantitative approach by collecting data through surveys of residents. The 
research results show that transparency, community involvement, and 
distribution of program benefits are important factors that influence policy 
success. Budget limitations, low community participation, and other technical 
obstacles are the main obstacles. This research recommends increasing 
socialization, transparency, community empowerment and local economic 
development to support program sustainability. Implementation of e-government 
is also proposed to facilitate access to information and improve program 
performance.  

 

Abstrak  
Menganalisis persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara. 
Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 110 responden 
menggunakan metode stratified random sampling. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, pelibatan masyarakat, 
dan distribusi manfaat menjadi faktor penting keberhasilan program. Namun, kendala seperti keterbatasan 
anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sosialisasi yang tidak merata masih menjadi hambatan. 
Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan sosialisasi melalui media komunikasi yang beragam, peningkatan 
transparansi alokasi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan 
dan implementasi program. Selain itu, implementasi e-government disarankan untuk mempermudah akses 
informasi dan meningkatkan kinerja program. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun program pemerintah 
memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan dalam aspek 
transparansi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan lebih efektif dan inklusif. 
 
Kata Kunci: Persepsi masyarakat, kebijakan pemerintah, transparansi pemberdayaan Masyarakat 
 

PENDAHULUAN  

Persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan program pemerintah di Kelurahan Tugu 

Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Fokus utama penelitian mencakup aspek transparansi, pelibatan 

masyarakat, dan distribusi manfaat yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. 

Data dikumpulkan melalui survei kuantitatif terhadap 110 responden, yang dipilih menggunakan 

metode stratified random sampling. Penelitian ini juga mengevaluasi kendala utama dalam 

implementasi kebijakan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta 

koordinasi antar pihak terkait. 

Permasalahan yang masih adanya kesenjangan antara tujuan program pemerintah dan persepsi 

masyarakat terhadap pelaksanaannya. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beberapa masalah utama tetap mengemuka. Sosialisasi 

yang kurang merata, transparansi dalam penggunaan anggaran yang belum optimal, dan distribusi 

manfaat yang tidak adil sering kali menjadi hambatan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat 
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dalam perencanaan dan pelaksanaan program menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat 

dan realisasi kebijakan pemerintah. 

Tujuan utama untuk memahami bagaimana masyarakat memandang kebijakan pemerintah di 

wilayah tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka, serta 

mengeksplorasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

memberikan rekomendasi strategis, seperti peningkatan sosialisasi, transparansi, pemberdayaan 

masyarakat, dan penerapan teknologi e-government, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas 

program pemerintah di masa depan. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat secara objektif terhadap kebijakan program 

pemerintah di Kelurahan Tugu Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan 

kuesioner terstruktur dengan skala Likert, yang dirancang untuk mengukur variabel seperti 

transparansi, pelibatan masyarakat, manfaat program, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan. Sumber data penelitian bersifat empiris, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari 

masyarakat. Responden dipilih menggunakan metode stratified random sampling, yang membagi 

populasi berdasarkan kategori tertentu seperti usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan, untuk 

memastikan representasi yang proporsional. 

Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan konsistensi data. 

Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu di Kelurahan Tugu Utara, dengan jumlah responden 

sebanyak 110 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan 

antara variabel-variabel penelitian dan mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap efektivitas 

kebijakan pemerintah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan program pemerintah di 
Kelurahan Tugu Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu transparansi, pelibatan 
masyarakat, distribusi manfaat program, serta hambatan teknis seperti keterbatasan anggaran dan 
koordinasi antar pihak terkait. 

1. Transparansi Pemerintah 
Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat merasa transparansi dalam pelaksanaan 
program masih rendah, dengan skor rata-rata 2,9 pada skala Likert. Banyak responden 
menyatakan bahwa pemerintah kurang terbuka dalam menyampaikan informasi terkait 
penggunaan anggaran dan hasil program. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang disebutkan 
dalam pendahuluan, yaitu keterbatasan transparansi yang menjadi salah satu penghambat 
efektivitas program. 

2. Pelibatan Masyarakat 
Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program dinilai masih minim. 
Sebagian besar responden merasa tidak dilibatkan secara aktif, sehingga menurunkan rasa 
kepemilikan masyarakat terhadap program. Hasil ini mendukung permasalahan yang 
diidentifikasi sebelumnya, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang menjadi faktor 
penghambat keberhasilan kebijakan. 

3. Distribusi Manfaat Program 
Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi manfaat program dirasakan tidak merata. Kelompok 
masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung merasa kurang mendapatkan manfaat 
dibandingkan kelompok lain. Hal ini memperkuat temuan terkait ketimpangan distribusi 
manfaat yang telah disebutkan sebagai salah satu hambatan utama. 
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4. Kendala Teknis dan Sosialisasi 
Responden mengidentifikasi beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan anggaran dan 
kurangnya koordinasi antar instansi, yang menghambat pelaksanaan program. Selain itu, 
sosialisasi program dinilai belum merata, dengan skor rata-rata 3,5 yang menunjukkan persepsi 
cukup baik namun masih memerlukan perbaikan. Sosialisasi yang kurang optimal menyebabkan 
masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat program. 

5. Manfaat Program 
Meskipun terdapat kendala, sebagian masyarakat mengapresiasi manfaat program yang 
dirasakan, terutama dalam bidang ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Namun, 
manfaat ini lebih dirasakan oleh kelompok usia produktif (31–50 tahun), sementara kelompok 
usia lainnya merasa kurang terdampak. 

 

Karakteristik Penduduk Menurut Umur Di Tugu Jakarta utara 
 

Umur Frekuensi Persentase % 

20-30 9 8 

31-40 33 30 

41-50 42 38 

50+ 26 24 

Jumlah 110 100 

menggambarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap warga Kelurahan Tugu Selatan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Tugu Jakarta utara cenderung berada pada usia produktif yang lebih 

tinggi; kelompok usia 41 hingga 50 adalah kelompok usia terbesar (38%), dan kelompok usia 20 hingga 30 

adalah kelompok usia terkecil (8%). Ketika seseorang mencapai usia produktif, mereka dapat bekerja dan 

menghasilkan uang.  

Karakteristik Penduduk Menurut Pendapatan Pendapatan Di Tugu Jakarta utara 

Pendapatan Frekuensi Persentase % 

Rp < 1.000.000 18 16 

Rp 1.000.00 – 3.000.000 55 52 

Rp 3.000.000-6.000.000 32 30 

Rp > 6.000.000 5 2 

Jumlah 110 100 

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa orang di Kelurahan Tugu Selatan, dan menemukan 

bahwa pendapatan responden terbesar berkisar antara 1.000.000 dan 3.000.000 dengan persentase sebesar 

50%, dan pendapatan terkecil berkisar antara 600.000 dan 6.000.000 dengan persentase sebesar 2%. Beberapa 

orang menjawab bahwa pendapatan ini tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, orang-orang 

dengan pendapatan yang kurang cukup biasanya mencari uang tambahan dengan berdagang di rumah, dibantu 

oleh istri dan anak. 
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 Karakteristik Kuesioner 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian untuk mengukur persepsi 

masyarakat terhadap efektivitas kebijakan program pemerintah. Berikut adalah rincian karakteristik 

kuesioner: 

1. Struktur Kuesioner 

• Bagian 1: Informasi Demografis Responden 

o Jenis kelamin (pria/wanita). 

o Usia (kategori: <20, 21–30, 31–40, 41–50, >50 tahun). 

o Tingkat pendidikan terakhir (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, lainnya). 

o Pendapatan bulanan (kategori: <Rp1.000.000, Rp1.000.000–Rp3.000.000, Rp3.000.001–

Rp6.000.000, >Rp6.000.000). 

• Bagian 2: Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah 

o Sosialisasi program (5 pernyataan). 

o Pelaksanaan program (4 pernyataan). 

o Transparansi pemerintah (3 pernyataan). 

o Manfaat program (3 pernyataan). 

• Bagian 3: Saran dan Kendala 

o Kendala utama dalam pelaksanaan program (3 pernyataan). 

o Saran untuk pemerintah terkait peningkatan program (2 pernyataan). 

2. Jenis Pertanyaan 

• Menggunakan skala Likert 5 poin: 

o 1: Sangat Tidak Setuju. 

o 2: Tidak Setuju. 

o 3: Ragu-Ragu. 

o 4: Setuju. 

o 5: Sangat Setuju. 

3. Validasi dan Reliabilitas 

• Validasi Isi: Kuesioner dirancang berdasarkan teori yang relevan dari literatur sebelumnya, seperti 

konsep persepsi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. 
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• Reliabilitas Instrumen: Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 

>0,7, yang menunjukkan instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. 

 

4. Metode Distribusi 

• Kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 110 responden yang dipilih menggunakan metode 

stratified random sampling. 

• Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu di Kelurahan Tugu Utara, dengan panduan dari 

peneliti untuk memastikan pemahaman responden terhadap pertanyaan. 

 

5. Kategori Analisis 

• Hasil kuesioner dikelompokkan berdasarkan variabel utama: 

o Sosialisasi: Mengukur seberapa baik informasi program disampaikan kepada masyarakat. 

o Pelaksanaan: Mengukur tingkat keadilan dan pelibatan masyarakat dalam program. 

o Transparansi: Menilai keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan program. 

o Manfaat: Mengukur manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari program. 

6. Hasil Umum Kuesioner 

• Sosialisasi program mendapatkan skor rata-rata 3,5, menunjukkan persepsi masyarakat masih berada 

di kategori cukup baik. 

• Transparansi pemerintah mendapat skor rata-rata 2,9, yang berarti masih perlu peningkatan. 

Manfaat program dirasakan lebih baik pada kelompok usia 31–50 tahun, yang merupakan mayoritas populasi 

usia produktif di wilayah tersebut 

Kuesioner 

A. Sosialisasi Program Pemerintah 

Saya mendapatkan informasi yang cukup mengenai program pemerintah di Kelurahan Tugu 

Utara 
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Perintah Menyampaikan informasi program secara jelas dan mudah dimengerti 

 

Sosialisasi program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara dilakukan secara merata kepada semua 

lapisan masyarakat 

 

Sangat Tidak Setuju: Saya sama sekali tidak menerima informasi apa pun mengenai program tersebut, atau 

sosialisasi tidak dilakukan dengan jelas dan merata. Karena "Tidak ada komunikasi atau informasi dari 

pemerintah terkait program ini." 

Tidak Setuju: Saya merasa informasi yang diberikan sangat minim atau hanya menjangkau sebagian kecil 

masyarakat. Karena "Hanya sebagian orang yang mendapatkan informasi program." 
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Ragu-ragu: Saya tidak yakin apakah sosialisasi yang dilakukan sudah cukup atau efektif. Karena "Informasi 

sudah ada, tetapi saya kurang memahami atau belum merasakan dampaknya." 

Setuju: Saya merasa program ini telah disosialisasikan secara baik, meskipun masih ada ruang untuk 

perbaikan. karena "Informasi cukup jelas dan dapat diakses oleh masyarakat." 

Sangat Setuju: Sosialisasi program dilakukan secara sangat baik, menjangkau semua lapisan masyarakat 

dengan informasi yang jelas. Karena "Program disampaikan secara detail, merata, dan sangat mudah 

dipahami." 

B. Pelaksanaan Program Pemerintah 

Pelaksanaan program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara sesuai dengan jadwal yang 

telah diumumkan. 

 

Program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara dilaksanakan secara adil 

kepada seluruh masyarakat 

 

Saya merasa dilibatkan dalam proses pelaksanaan program pemerintah. 
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Sangat Tidak Setuju: Tidak ada keadilan, jadwal sering terlambat, dan masyarakat tidak dilibatkan. karena 

"Program terlambat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu." 

Tidak Setuju: Pelaksanaan program masih banyak kekurangan, seperti ketidaktepatan waktu atau kurangnya 

keterlibatan masyarakat. Karena "Sebagian besar masyarakat tidak terlibat dalam proses program." 

Ragu-ragu: Saya tidak yakin apakah program ini sudah dijalankan dengan baik dan adil. Karena "Program 

ini terlihat berjalan, tetapi saya tidak yakin tentang keterlibatan masyarakat." 

Setuju: Pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan, meski ada beberapa kekurangan kecil. 

Karena "Program dilaksanakan tepat waktu dan melibatkan masyarakat secara cukup." 

Sangat Setuju: Pelaksanaan program sangat baik, sesuai jadwal, adil, dan melibatkan masyarakat secara 

optimal. Karena "Saya sangat puas dengan cara pemerintah melibatkan masyarakat dan menjalankan program 

ini." 

C. Transparansi Program Pemerintah 

Pemerintah memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana dalam program. 

 

Saya merasa pemerintah transparan dalam menyampaikan hasil program kepada masyarakat. 
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Pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat terkait pelaksanaan program. 

 

Sangat Tidak Setuju: Tidak ada laporan atau komunikasi transparan terkait penggunaan dana maupun hasil 

program. 

Karena  "Pemerintah tidak memberikan informasi atau laporan apa pun tentang program ini." 

Tidak Setuju: Laporan atau komunikasi dari pemerintah sangat terbatas dan tidak memadai. Karena "Hanya 

sebagian informasi yang disampaikan, dan kritik masyarakat tidak ditanggapi." 

Ragu-ragu: Saya tidak yakin apakah transparansi pemerintah dalam program ini sudah cukup baik. Karena 

"Ada informasi yang disampaikan, tetapi tidak cukup lengkap atau jelas." 

Setuju: Pemerintah memberikan laporan dan hasil yang cukup transparan. Karena "Laporan penggunaan dana 

dan hasil program tersedia, meski masih bisa ditingkatkan." 

Sangat Setuju: Pemerintah sangat transparan dalam memberikan laporan dan menerima masukan 

masyarakat. Karena "Semua informasi terkait program dijelaskan secara rinci dan dapat diakses dengan 

mudah." 

D. Manfaat Program Pemerintah 

Program pemerintah memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat di 

Kelurahan Tugu Utara. 
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Program pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Kelurahan Tugu Utara 

 

Program pemerintah mengatasi permasalahan utama masyarakat, seperti kesehatan, 

pendidikan, dan infrastruktur 

 

 

Sangat Tidak Setuju: Program tidak memberikan manfaat apa pun kepada masyarakat. Karena 

"Tidak ada dampak nyata dari program ini terhadap kehidupan masyarakat." 

Tidak Setuju: Manfaat program dirasakan oleh segelintir masyarakat saja. Karena "Program ini 

hanya membantu sebagian kecil masyarakat dan tidak merata." 
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Ragu-ragu: Saya tidak yakin apakah program ini telah memberikan manfaat yang nyata. Karena 

"Saya belum merasakan dampak program ini, meskipun ada beberapa hasil yang terlihat." 

Setuju: Program memberikan manfaat yang cukup besar dan berdampak positif. Karena "Program 

ini telah membantu saya atau masyarakat sekitar dengan cukup baik." 

Sangat Setuju: Manfaat program dirasakan secara langsung dan signifikan oleh seluruh masyarakat. 

Karena "Program ini benar-benar membawa perubahan besar bagi masyarakat." 

E. Kendala Program Pemerintah 

Kurangnya informasi dari pemerintah menjadi kendala dalam memahami program. 

 

Saya merasa bahwa pelaksanaan program kurang efektif karena kendala teknis, seperti 

anggaran atau koordinasi 

 

Manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. 
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Sangat Tidak Setuju: Tidak ada kendala signifikan yang memengaruhi program. Karena "Program 

berjalan lancar tanpa hambatan berarti." 

Tidak Setuju: Ada kendala, tetapi tidak terlalu mengganggu pelaksanaan program. Karena "Kendala 

teknis ada, tetapi masih dapat diatasi." 

Ragu-ragu: Saya tidak yakin apakah kendala tersebut benar-benar memengaruhi hasil program. 

karena"Saya tidak tahu sejauh mana kendala berdampak pada program ini." 

 Setuju: Kendala yang disebutkan memang ada dan memengaruhi pelaksanaan program. Karena 

"Kurangnya informasi dan kendala teknis menjadi hambatan yang jelas. “ 

Sangat Setuju: Kendala yang ada sangat signifikan dan menghambat keberhasilan program. Karena 

"Program ini tidak efektif karena banyak kendala teknis dan distribusi manfaat yang tidak adil." 

F. Saran untuk Pemerintah 

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat lebih aktif dalam perencanaan program 

 

Transparansi alokasi anggaran perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat 
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Sosialisasi program perlu ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi. 

 

Sangat Tidak Setuju: Pemerintah sudah melakukan yang terbaik dan tidak perlu melakukan 

perubahan. Karena "Pemerintah sudah cukup baik dan tidak memerlukan masukan tambahan." 

Tidak Setuju: Beberapa perbaikan mungkin diperlukan, tetapi tidak signifikan. Karena "Sosialisasi 

sudah cukup baik, meski masih bisa diperbaiki sedikit." 

Ragu-ragu: Saya tidak yakin apakah saran ini benar-benar dibutuhkan. Karena "Mungkin perlu 

perbaikan, tetapi saya belum melihat masalah yang jelas." 

Setuju: Perubahan yang diusulkan memang diperlukan untuk memperbaiki program. Karena "Saran 

ini akan sangat membantu meningkatkan program pemerintah." 

Sangat Setuju: Saran yang diberikan sangat penting untuk diimplementasikan segera. Karena 

Transparansi dan pelibatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah." 

 
Pembahasan 

Masalah-masalah yang diidentifikasi dalam pendahuluan, seperti kurangnya transparansi, 
minimnya partisipasi masyarakat, ketimpangan distribusi manfaat, dan kendala teknis, berdampak 
signifikan pada persepsi masyarakat terhadap kebijakan program pemerintah. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi melalui berbagai media, penerapan 
teknologi e-government untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan masyarakat dalam setiap 
tahapan program. Pendekatan yang lebih inklusif dan strategis diperlukan untuk memastikan kebijakan 
dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 
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KESIMPULAN  
Persepsi masyarakat terhadap kebijakan program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara 

dipengaruhi oleh transparansi, pelibatan masyarakat, dan distribusi manfaat. Transparansi yang belum 

optimal, terutama dalam hal penyampaian informasi dan laporan penggunaan anggaran, menjadi salah 

satu kendala utama yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program. Selain itu, rendahnya 

pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mengakibatkan minimnya 

partisipasi aktif yang diperlukan untuk keberhasilan program. Distribusi manfaat program dinilai belum 

merata, di mana masyarakat dengan pendapatan rendah sering merasa kurang mendapatkan manfaat 

yang signifikan. Hambatan teknis seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar 

instansi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, sebagian masyarakat, 

khususnya kelompok usia produktif, mengakui adanya dampak positif dari program, seperti 

peningkatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. 

Untuk meningkatkan efektivitas program, perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Sosialisasi 

program perlu diperbaiki melalui media yang lebih variatif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Pemerintah harus meningkatkan transparansi, khususnya dalam alokasi anggaran dan hasil program, 

agar masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung kebijakan. Pelibatan masyarakat dalam 

perencanaan hingga evaluasi program sangat penting untuk menciptakan rasa kepemilikan yang lebih 

besar. 

Implementasi teknologi e-government dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap informasi dan mempermudah proses pengawasan. Selain itu, pengembangan 

program pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih inklusif dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, program 

pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi semua kelompok 

masyarakat. 
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